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Pedoman transliterasi yang digunakan adalah sistem transliterasi Arab latin
berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri P&K RI No. 158/1987 dan No. 0543
b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis
kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata
Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus

linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman

PEDOMAN TRANSLITERASI

transliterasi itu adalah sebagai berikut

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan

\ Alif - tidak dilambangkan

< Ba B -

a2 Ta T -

& Sa S s (dengan titik diatasnya)

z Jim J -

z Ha H h (dengan titik di bawahnya)
¢ Kha Kh -

2 Dal D -

3 Zal z z (dengan titik di atasnya)

J Ra R -

D Zai z -

o Sin S -

o Syin Sy -
o= Sad S s (dengan titik di bawahnya)
o= Dad D d (dengan titik di bawahnya)
L Ta T t (dengan titik di bawahnya)
L Za z z (dengan titik di bawahnya)
& ‘ Ain ¢ koma terbalik (di atas)

¢ Gain G -

o Fa F -




S Qaf Q §

4 Kaf K _

J Lam L _

¢ Mim M _

¢ Nin N _

S Wawu W _

’ Ha H _

. Hamzah ; apostrof, tetapi lambang ini
tidak dipergunakan di awal kata

¢ Ya Y _

. Konsonan Rangkap
Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap.
Contoh: &l ditulis Ahmadiyyah
. Ta Marbutah di akhir kata
1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap
menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya. Contoh: 4slea
ditulis jama’ah
2. Bila dihidupkan ditulis t Contoh: st s¥) 4l S ditulis karamatul-auliya’
. Vokal Pendek
Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u
. Vokal Panjang
A panjang ditulis a, i panjang ditulis 1, dan u panjang ditulis @i, masing-masing dengan
tanda hubung ( - ) di atasnya.
. Vokal Rangkap
Fathah + ya tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai
Fathah + wawu mati ditulis au
. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan
apostrof (')
Contoh: alill ditulis a’antum s’ ditulis mu’annas
. Kata Sandang Alif + Lam
1. Bila diikuti huruf gamariyah ditulis a/- Contoh: ¢ ditulis 4/-Qura'an

Vi



2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf 1 diganti dengan huruf syamsiyyah yang
mengikutinya. Contoh: 4\ ditulis asy-Syi ‘ah
|. Huruf Besar
Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD
J. Kata dalam rangkaian frasa atau kalimat
1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

Contoh: aM¥) & ditulis Syaikh al-Islam atau Syakhul-Islam

vii
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ABSTRAK

Minkhatun Nasikhah. 2026. Perubahan Mekanisme Pengawasan Badan
Usaha Milik Negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Perspektif
Magslakhah Mursalah. Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas
Syariah. Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid
Pekalongan.

Prof. Dr. Maghfur, M.Ag.

Revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 membawa perubahan terhadap
mekanisme pemeriksaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) oleh Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK), khususnya dengan diberlakukannya syarat permintaan
DPR dalam pelaksanaan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT). Perubahan
tersebut berpotensi memengaruhi independensi BPK, transparansi pengelolaan
keuangan negara, serta efektivitas pengawasan terhadap BUMN. Berdasarkan hal
tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi perubahan
mekanisme pemeriksaan BUMN oleh BPK berdasarkan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2025, menganalisis perubahan tersebut dalam perspektif Maslahah Mursalah,
serta mengkaji dampaknya terhadap independensi BPK dalam mengawasi
pengelolaan keuangan negara.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif
dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.
Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan
tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Selanjutnya, bahan hukum
dianalisis secara deskriptif untuk memperoleh jawaban atas permasalahan
penelitian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, doktrin, dan
perspektif Maslahah Mursalah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2025 membatasi kewenangan BPK dalam melakukan pemeriksaan tertentu
terhadap BUMN melalui mekanisme permintaan DPR. Pengaturan tersebut
memiliki beberapa kemaslahatan, antara lain mendorong koordinasi pengawasan
antara DPR dan BPK, mengurangi potensi tumpang tindih pemeriksaan, serta
memperkuat fungsi pengawasan DPR terhadap BUMN. Namun, di sisi lain,
ketentuan tersebut juga berpotensi memengaruhi independensi, efektivitas
pengawasan, dan transparansi pengelolaan keuangan negara. Dalam perspektif
Maslakah Mursalah, manfaat yang ditimbulkan belum sebanding dengan potensi
mafsadah yang muncul karena pembatasan tersebut berpotensi melemahkan
perlindungan terhadap harta negara (4ifz al-mal).

Kata Kunci: BUMN, Badan Pemeriksa Keuangan, Keuangan Negara, Maslakah
Mursalah.
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ABSTRACT

Minkhatun Nasikhah. 2026. Changes in the Supervision Mechanism of State-
Owned Enterprises by the Audit Board of Indonesia in the Perspective of
Magslahah Mursalah. Undergraduate Thesis, Constitutional Law Study
Program, Faculty of Sharia, State Islamic University (UIN) K.H.
Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Prof. Dr. Maghfur, M.Ag.

The revision of Law Number 1 of 2025 has changed the audit mechanism of
State-Owned Enterprises (BUMN) by the Audit Board of the Republic of Indonesia
(BPK), particularly through the requirement of a request from the House of
Representatives (DPR) for the implementation of Special Purpose Audits (PDTT).
This change has the potential to affect the independence of the BPK, the
transparency of state financial management, and the effectiveness of supervision
over BUMN. Accordingly, this study aims to analyze the legal construction of the
changes in the audit mechanism of BUMN by the BPK under Law Number I of
2025, examine these changes from the perspective of Maslahah Mursalah, and
assess their impact on the independence of the BPK in supervising state financial
management.

This study is a descriptive normative legal research employing statutory and
conceptual approaches. The legal materials consist of primary, secondary, and
tertiary legal sources collected through library research. The collected legal
materials were analyzed descriptively based on statutory provisions, legal
doctrines, and the perspective of Maslahah Mursalah.

The findings indicate that Article 71 paragraph (3) of Law Number 1 of 2025
limits the authority of the BPK to conduct certain audits of BUMN through a
mechanism requiring a request from the DPR. This provision provides several
benefits, including strengthening coordination between the DPR and the BPK,
reducing the potential for overlapping audits, and reinforcing the DPR's oversight
function over BUMN. However, it also has the potential to affect the independence
of the BPK, the effectiveness of supervision, and the transparency of state financial
management. From the perspective of Maslahah Mursalah, these benefits do not
outweigh the potential mafsadah (harm), as the limitation may weaken the
protection of state assets (hifz al-mal).

Keywords: SOEs, Audit Board of Indonesia, State Finance, Maslahah Mursalah..
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memegang posisi sentral dalam
pengelolaan kekayaan negara dan pelaksanaan pembangunan nasional.* Dalam
rangka menjamin agar BUMN dikelola secara efisien, transparan, dan akuntabel,
sistem pengawasan yang efektif menjadi mutlak diperlukan. Dalam sistem
negara hukum modern, kontrol terhadap badan usaha negara tidak cukup hanya
melalui mekanisme administratif atau politik, melainkan memerlukan lembaga
pemeriksa eksternal yang bersifat independen. Dalam konteks Indonesia,
lembaga yang memiliki fungsi itu adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Sebelumnya, kewenangan BPK untuk memeriksa keuangan BUMN didasarkan
pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN,?2
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, Undang-Undang Nomor
17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15
Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara pada dasarnya menetapkan bahwa BPK memiliki kewenangan untuk
melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan negara tanpa harus
menunggu atau bergantung pada permintaan dari lembaga legislatif.®

Namun, dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025
tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang
BUMN, terjadi perubahan mendasar dalam mekanisme pemeriksaan BPK
terhadap BUMN. Berdasarkan Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2025 tentang BUMN, pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT)
terhadap BUMN hanya boleh dilakukan apabila ada permintaan dari DPR yang

! Zulfahmi Yusuf, “Analisis Yuridis Pada Badan Usaha Milik Negara ( BUMN ),” Jurnal
JUSTICES 3, no. 3 (2024): 176.

2 Gunawan Widjaja, “Pengaturan Dan Pengawasan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara,” Jurnal Administrasi Negara 3, no. 2 (2025): 52.

8 Makruf and Murni, “Analisis Efesiensi Dan Rasionalitas Dalam Pengelolaan Badan
Usaha Milik Negara (BUMN) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 (Perspektif
Ekonomi Konvensional Dan Ekonomi Syariah),” Journal Inicio Legis 6, no. 1 (2025): 16-17,
https://doi.org/https://doi.org/10.21107/il.v6i1.27758.



membidangi BUMN. Dengan demikian, pemeriksaan BPK terhadap BUMN
tidak lagi bersifat otomatis atau berdasarkan kewenangan umum, tetapi harus
bergantung pada “restu politik dari DPR.

Perubahan mekanisme pengawasan tersebut menimbulkan problem riset
yang signifikan, baik secara normatif maupun praktis. Berdasarkan data konkret
dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dalam Laporan Hasil Pemeriksaan
(LHP) terhadap 14 BUMN dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha
Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), ditemukan sebanyak 178 temuan
dengan nilai mencapai Rp41,75 triliun, US$291 juta, dan €6,8 juta.* BPK
menyampaikan bahwa pengelolaan keuangan negara olehn BUMN masih belum
sepenuhnya dilakukan secara tertib, taat terhadap peraturan perundang-
undangan, serta belum sepenuhnya memenuhi prinsip efisiensi, efektivitas, dan
transparansi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Keuangan
Negara. Hal tersebut menunjukkan masih lemahnya tata kelola BUMN yang
idealnya dapat diminimalisasi melalui sistem pengawasan yang independen dan
berkelanjutan. Namun, dengan adanya perubahan dalam Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2025, pemeriksaan BPK terhadap BUMN hanya dapat
dilakukan atas permintaan DPR, yang berpotensi menimbulkan ketergantungan
politik dan mengurangi independensi lembaga audit negara.® Jika ditinjau dari
perspektif Maslakah Mursalah, pembatasan kewenangan tersebut dapat
dipandang tidak sejalan dengan prinsip kemaslahatan publik (maslahah
‘ammah), Karena berpotensi melemahkan perlindungan terhadap harta negara
(hifz al-mal) dan membuka peluang timbulnya kemudaratan akibat
berkurangnya efektivitas pengawasan.

Revisi undang-undang nomor 1 tahun 2025 dapat membawa potensi serius

terhadap independensi dan efektivitas pengawasan keuangan negara. Pertama,

4 Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2024, September 30). Sampaikan 20
LHP kepada SKK Migas dan 14 BUMN: BPK soroti berbagai permasalahan SPI hingga
operasional SKK Migas dan BUMN. https://www.bpk.go.id/news/sampaikan-20-lhp-kepada-skk-
migas-dan-14-bumn-bpk-soroti-berbagai-permasalahan-spi-hingga-operasional-skk-migas-dan-
bumn di akses 20 Oktober 2025

5 Widjaja, “Pengaturan Dan Pengawasan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dalam
Perspektif Hukum Administrasi Negara.”



https://www.bpk.go.id/news/sampaikan-20-lhp-kepada-skk-migas-dan-14-bumn-bpk-soroti-berbagai-permasalahan-spi-hingga-operasional-skk-migas-dan-bumn?utm_source=chatgpt.com
https://www.bpk.go.id/news/sampaikan-20-lhp-kepada-skk-migas-dan-14-bumn-bpk-soroti-berbagai-permasalahan-spi-hingga-operasional-skk-migas-dan-bumn?utm_source=chatgpt.com
https://www.bpk.go.id/news/sampaikan-20-lhp-kepada-skk-migas-dan-14-bumn-bpk-soroti-berbagai-permasalahan-spi-hingga-operasional-skk-migas-dan-bumn?utm_source=chatgpt.com

mekanisme pemeriksaan yang tergantung pada permintaan DPR berpotensi
membuka ruang politisasi dan intervensi politik dalam fungsi audit. DPR
sebagai lembaga politik bisa memilih kapan dan terhadap entitas mana meminta
pemeriksaan, sehingga kewenangan BPK bisa menjadi instrumen kontrol
politik bukan instrumen kontrol profesional. Kedua, ketentuan tersebut dapat
memperlambat atau bahkan menghalangi pemeriksaan terhadap kasus-kasus
yang penting namun sensitif secara politik, terutama jika DPR enggan
mengajukannya. Ketiga, publik sebagai pemilik kekayaan negara menjadi pihak
yang dirugikan, karena akses terhadap kontrol independen menjadi terbatas.

Dilihat dari sudut pandang Maslakah Mursalah yaitu kebijakan yang
mempertimbangkan maslahat umum meskipun tidak disebutkan dalam teks
syariat, perubahan mekanisme ini justru tidak membawa kemaslahatan yang
lebih besar. Fungsi pengawasan yang melemah berarti potensi kerugian publik
dan penyalahgunaan kekuasaan bisa meningkat, sementara transparansi
menjadi tergerus. Ini berpotensi menimbulkan mafsadah yang melebihi
manfaatnya, karena kekayaan negara yang dikelola oleh BUMN bisa lebih
rentan terhadap korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Berdasarkan pada hasil riset peneliti terhadap penelitian sebelumnya,
menunjukkan bahwa telah terdapat beberapa peneliti sebelumnya yang
membahas penelitian terkait dengan permasalahan hampir sama namun dengan
fokus kajian yang berbeda. Seperti dengan penelitian milik Faisal Ali Rahman
(2023) dengan judul “Analisis Kedudukan BUMN Persero Sebagai Objek
Kewenangan Pemeriksaan BPK”.® Dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa
BUMN berbentuk Persero dikategorikan sebagai badan hukum privat, sesuai
dengan doktrin tentang badan hukum. Oleh karena itu, keuangan BUMN
Persero dipisahkan dari keuangan negara. Selain itu ada juga penelitian dari
Agustinus Nugroho Jati, Gunawan Widjaja dan Dyah Ersita Yustanti (2025)

dengan judul penelitian “Prinsip Tata Kelola dan Perubahan Paradigma

6 Faisal Ali Rahman, “Analisis Kedudukan BUMN Persero Sebagai Objek Kewenangan
Pemeriksaan BPK” (UIN Sunan Kalijaga, 2023).



Pengelolaan BUMN Dalam UU No.1 Tahun 2025”.” Dengan hasil penelitian
yang menunjukkan bahwa dengan adanya perubahan paradigma membawa
dinamika yang baru dalam pengelolaan BUMN. Harapan dari perubahan ini
ialah adanya peningkatan dalam daya saing dan konrtibusi BUMN. Penelitian
terdahulu yang juga mengkaji permasalahan terkait ialah penelitian Della
Deliana, Juanda dan Ogiandhafiz Juanda (2025) dengan judul “Tinjauan
Yuridis Terhadap Pembatasan Kewenangan Badan Pengawas Keuangan Dalam
Danantara (Analisis Kewenangan BPK Pasca Perubahan UU Nomor 19 Tahun
2003)”.8 Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa BPK hanya dapat
melakukan pemeriksaan atas pemintaan DPR. Adanya pembatasan ini tentu
berpotensi untuk mengurangi efektivitas pengawasan keuangan negara,
menganggu keseimbangan kekuasaan dan bertentangan dengan prinsip
kemandirian BPK.

Riset-riset terdahulu memang tidak secara konkret menjelaskan
pengawasan BPK yang dibatasi, seperti penelitian Faisal Ali Rahman (2023),
Agustinus Nugroho Jati, Gunawan Widjaja dan Dyah Ersita Yustanti (2025) .
akan tetapi penelitian tersebut memberikan ruang bagi peneliti untuk memenuhi
celah yang di tinggalkan peneliti dalam melakukan penelitian terkait dengan
pengelolaan BUMN. Sehingga, peneliti nantinya akan membuat kajian yang
terbaru dengan menggunakan pandangan Maslahah Mursalah . selain itu
penelitian dari Della Deliana, Juanda dan Ogiandhafiz Juanda (2025) memiliki
kesamaan penelitian yang membahas pembatasan kewenangan BPK dalam
pengawasan BUMN. akan tetapi, dalam penelitian tersebut, penelitian peneliti
tidak mengadopsi pandangan Maslahah Mursalah, sehinnga output dari
penelitian tersebut belum memberikan sudut pandangan maslahah terhadap
perubahan kewenangan BPK dalam melakukan pengawasan BUMN.

7 Agustinus Nugroho Jati, Gunawan Widjaja, and Dyah Ersita Yustanti, “Prinsip Tata
Kelola Dan Perubahan Paradigma Pengelolaan BUMN Dalam UU No.1 Tahun 2025,” Netizen:
Journal Of Society and Bussiness 1, no. 9 (2025): 428.

8 Dellah Deliana, Juanda, and Ogiandhafiz Juanda, “Tinjauan Yuridis Terhadap
Pembatasan Kewenangan Badan Pengawas Keuangan Dalam Danantara (Analisis Kewenangan
BPK Pasca Perubahan UU Nomor 19 Tahun 2003),” Jurnal Kelitbangan 13, no. 1 (2025): 1,
https://doi.org/https://doi.org/10.35450/jip.v13i01.1151.



Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mengkaji produk hukum Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN, sebagai dasar perubahan
mekanisme pemeriksaan BPK terhadap BUMN dan menelaah dari perspektif
Maslakzah Mursalah apakah perubahan tersebut benar-benar menguntungkan
publik atau malah merugikan. Hasilnya diharapkan dapat memberikan masukan
normative tentang bagaimana kerangka pengawasan keuangan negara melalui
BPK seharusnya diatur agar menjamin kemaslahatan umat dalam

penyelenggaraan negara.

B. Rumusan Masalah
C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis kontruksi perubahan mekanisme pemeriksaan Badan
Usaha Milik Negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan setelah adanya syarat
permintaan pemeriksaan keuangan dari DPR dalam Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2025.

2. Untuk menganalisis perubahan mekanisme pemeriksaan Badan Usaha Milik
Negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang berpotensi mengurangi
transparansi pengelolaan keuangan negara dalam perspektif Maslakah
Mursalah.

3. Untuk menganalisis dampak perubahan mekanisme pemeriksaan Badan
Usaha Milik Negara terhadap indepedensi Badan Pemeriksa Keuangan

dalam mengawasi pengelolaan keuangan negara.

D. Kegunaan Penelitian
1. Manfaat Teoritis
Kegunaan teoritis dari penelitian ini ialah sebagai kepentingan
akademis dalam bidang penelitian hukum terutama mengenai rumpun ilmu
Hukum Tata Negara. Temuan dari penelitian ini diharapkan nantinya dapat
memperluas wawasan pembaca terutama terkait dengan perubahan
mekanisme pengawasan BUMN oleh BPK dalam prespektif Maslahah
Mursalah.
2. Manfaat Praktis



a. Bagi Mahasiswa
Penelitian ini dapat digunakan untuk menjadi bahan rujukan
keilmuan dan tambahan informasi yang bersangkutan dengan
kelembagaan negara dan perubahan mekanisme pengawasan BUMN
olen BPK dalam prespektif Maslahah Mursalah. sehingga dapat
membantu mahasiswa hukum tata negara dalam mencari informasi
terkait.
b. Bagi Masyarakat
Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan pengetahuan
yang bermanfaat bagi masyarakat luas, khususnya dalam meningkatkan
pemahaman mengenai isu-isu konstitusional Indonesia mengenai
perubahan mekanisme pengawasan BUMN oleh BPK dalam prespektif
Maslahah Mursalah. Sehingga di kemudian hari, masyarakat dapat
lebih paham dalam memahami peran kelembagaan negara.

E. Kerangka Teoritik
1. Maslahah Mursalah

Secara bahasa (etimologi), Maslakah Mursalah terdiri dari dua kata
bahasa Arab: maslahah (isl=s) yang berarti manfaat, kebaikan, atau
kepentingan, dan mursalah (i) yang berarti lepas, bebas, atau tidak
terikat. Secara bahasa, Maslakah Mursalah bermakna kemaslahatan yang
dilepaskan, artinya kebaikan atau kemanfaatan umum yang tidak terikat
oleh dalil khusus (nas/teks Al-Qur'an dan Hadis) yang memerintahkan atau
melarangnya secara eksplisit. Sementara secara Istilah Maslakzah Mursalah
merupakan kemaslahatan yang tidak disyariatkan oleh Allah (syarik)
ketentuan hukumnya untuk diwujudkanya, dan tidak ada dalil syarak yang
menunjukan terhadap ketetapanya ataupun pengabaianya. Dan ini
dinamakan muthlagah karena tidak dikaitkan dengan dalil pewajiban
ataupun dalil pengingkaran. Prinsip ini menekankan pada kemaslahatan
umat, sehingga hukum yang ditetapkan mampu menjawab kebutuhan zaman.
Sejak masa sahabat hingga berkembangnya mazhab-mazhab figh, Maslakah
Mursalah telah dipraktikkan sebagai instrumen ijtihad untuk menjaga



keadilan, kemanfaatan, dan keseimbangan dalam kehidupan masyarakat
Muslim.®

Pada perkembangan ilmu ushul figh, Maslahah memperoleh posisi
yang cukup sentral sebagai salah satu instrumen ijtihad. Para ulama tidak
hanya menelaahnya secara teoritis, tetapi juga mengintegrasikannya ke
dalam kerangka metodologis hukum Islam. Hal ini menunjukkan bahwa
konsep al-maslahah dipandang sebagai landasan yang relevan dalam
merumuskan hukum agar tetap sejalan dengan prinsip keadilan dan
kemaslahatan umat. Dalam hal ini, al-maslakah dipahami tidak hanya
sebatas keuntungan material, tetapi juga mencakup aspek moral, spiritual,
sosial, bahkan perlindungan terhadap kepentingan dasar manusia. Oleh
karena itu, para ulama ushul figh menempatkan al-masla/ah sebagai prinsip
penting dalam penetapan hukum Islam, sebab tujuan utama dari syariat
adalah mewujudkan kemaslahatan sekaligus mencegah terjadinya
kerusakan dalam kehidupan manusia.*°

Akan tetapi, terdapat juga ulama yang menolak maslahah mursalah
sebagai dalil hukum, pada umumnya adalah ahlul dhahir, sebagian

Syafi’iyyah dan Ahnaf. Mereka beralasan dengan berbagai argument. Di

antara argument-argument itu adalah sebagai berikut:

a. Kemaslahatan yang tidak ada syahidnya yang berupa dalil khusus,
adalah hanya semacam mencari kenikmatan dengan mengikuti hawa
nafsu. al-Ghazali berpendapat bahwa Maslakah Mursalah itu bisa
diterima ketika ada dukungan dari nash baik Al-Qur’an ataupun sunnah.
Ketika maslahat itu tidak ada dukungan dari al-Quran dan sunnah, maka
maslahat itu menjadi maslahat yang batil dan tertolak.'* Oleh karena itu,
dalam pandangan Alghazali, maslahat tidak boleh sama sekali terlepas

dari nash syara’. Ketika itu terjadi, maka sesungguhnya orang yang

9 Safriadi, Magashid Al-Syari’ah & Mashalah (Lhokseumawe: Sefa, 2021): 45.

10 Mukhsin Nyak Umar, Al-Mashlahah Al-Mursalah: Kajian Atas Relevansinya Dengan
Pembaharuan Hukum Islam (Banda Aceh: Turats, 2017): 140.

11 Agus Miswanto, Ushul Figh: Metode Ijtihad Hukum Islam (Magelang: Unimma Press,
2019), 181.



melakukan itu telah membuat aturan syariat sendiri. Dengan demikian,

Alghazali adalah orang yang menerima maslahah mursalah selama itu

ada dukungan nash, ketika tidak ada dukungan nash, maka masalahah

mursalah yang demikian itu ditolak dan tidak dapat dijadikan sebagai
hujjah.

b. al-Qhadhi Abu bakar mengkritik bahwa masalahah mursalah adalah
metode yang menjadikan seseorang untuk berkreasi dalam syariat.'> Dan
inilah yang sesungguhnya membahayakan dalam agama.

Pandangan ulama yang menolak Maslakah Mursalah menunjukkan
adanya kelemahan pada aspek batasan dan legitimasi normatifnya. Tanpa
keterikatan yang jelas dengan Al-Qur’an dan Sunnah, konsep kemaslahatan
dikhawatirkan membuka ruang subjektivitas dan bahkan berpotensi
menyerupai pembentukan syariat baru.

Selain itu terdapat kelemahan-kelemahan lain dalam mengggunakan
maslahah mursalah seperti:

keterbatasan kontrol

o o

subjektivitas
ketergantungan penafsiran

o o

resiko penyalahgunaan
konflik

kurangnya kepastian hukum

=h @

Oleh karena itu, kelemahan utamanya terletak pada risiko penggunaan
akal yang tidak terkontrol apabila tidak disertai parameter yang tegas dan
sandaran nash yang kuat.

Dengan demikian, maslahah mursalah dalam kajian ini merupakan suatu
metode ijtihad yang menempatkan kemaslahatan umum sebagai dasar
pertimbangan hukum, khususnya terhadap persoalan yang tidak memiliki
ketentuan eksplisit dalam Al-Qur’an dan Hadis, namun tetap harus selaras

dengan tujuan syariat (magashid syariah) serta tidak bertentangan dengan

12 Miswanto, 183.



prinsip-prinsip dasar hukum Islam. Konsep ini tidak dimaknai secara bebas
tanpa batas, melainkan harus berada dalam kerangka perlindungan terhadap
kepentingan publik, terutama dalam menjaga harta negara (hifz al-mal),
mencegah kerusakan, serta mewujudkan keadilan dan transparansi dalam
tata kelola pemerintahan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, maslahah
mursalah akan digunakan sebagai pisau analisis untuk menilai apakah
perubahan mekanisme pengawasan Badan Usaha Milik Negara oleh Badan
Pemeriksa Keuangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2025 benar-benar mencerminkan kemaslahatan publik atau justru
menimbulkan mafsadah.
2. Mekanisme Pengawasan Badan Pengawas Keuangan

Amandemen UUD 1945 yang disahkan pada 10 November 2001
menegaskan posisi BPK dengan lebih jelas. Dalam amandemen tersebut,
ditegaskan bahwa BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri
sebagaimana tercantum dalam Pasal 23E ayat 1.2 Bunyi lengkap pasal
tersebut adalah:

“Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan
negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.”
Perubahan penting lainnya adalah perluasan ruang lingkup pemeriksaan

BPK, yang kini tidak hanya mencakup “tanggung jawab tentang keuangan
negara” tetapi juga “pengelolaan keuangan negara.” Hal ini memperkuat
peran BPK dalam pengawasan keuangan negara, karena lembaga ini wajib
menilai bagaimana pemerintah dan lembaga negara lainnya mengelola
keuangan yang dipercayakan kepada mereka. Dengan demikian, BPK tidak
hanya menilai laporan setelah kegiatan selesai, tetapi juga melakukan
pengawasan secara menyeluruh. Tugas BPK meliputi:

1) Melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan

negara sesuai ketentuan perundang-undangan.

13 Badan Pemeriksa Keuangan RI, Mengenal Lebih Dekat BPK, BPK RI (Jakarta Pusat:
BPK RI, 2017), 3-4.



2) Melaporkan indikasi tindak pidana yang ditemukan kepada Aparat
Penegak Hukum.

3) Memantau tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh pejabat pada entitas
yang diperiksa dan melaporkan hasilnya kepada Lembaga Perwakilan
serta Pemerintah.

Dalam melaksanakan tugasnya, BPK melakukan tiga jenis pemeriksaan.
Pertama, pemeriksaan keuangan, yang bertujuan untuk menilai kewajaran
penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku
di Indonesia.'* Pemeriksaan ini umumnya mencakup Laporan Keuangan
Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
(LKPD). Kedua, pemeriksaan kinerja, yang menilai pengelolaan keuangan
negara dari sisi ekonomi, efisiensi, dan efektivitas aktivitas. Dalam proses
ini, BPK mengidentifikasi masalah-masalah yang terjadi dan memberikan
rekomendasi perbaikan, yang kemudian disajikan dalam Laporan Hasil
Pemeriksaan (LHP). Ketiga, pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT)
dilakukan untuk tujuan khusus, termasuk pemeriksaan investigatif. Hasil
PDTT ini dituangkan dalam LHP, yang memuat temuan serta rekomendasi
terkait sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap peraturan.

BPK melaksanakan pemeriksaan terhadap keuangan negara dengan
mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang terkait dengan objek
pengelolaan keuangan negara, mulai dari perumusan kebijakan,
pengambilan keputusan, hingga pertanggungjawaban. ** Seluruh proses
dilakukan secara independen, objektif, dan profesional sesuai dengan
standar pemeriksaan yang ditetapkan BPK. Standar ini bertujuan untuk
menjamin BPK bekerja berdasarkan prinsip kebenaran, ketelitian, dan

kredibilitas, sekaligus menilai apakah pengelolaan serta

14 Syahriful Ahyar et al., “Analisis Efektivitas Pengawasan BPK Terhadap Pengelolaan
Keuangan Daerah,” Jurnal Ekonomi Dan Keuangan 3, no. 3 (2025): 301,
https://doi.org/https://doi.org/10.61132/moneter.v3i3.1576.

15 Moh. Annand Ananda Saputra, Aryo Dwiarief Susetyo, and Rachmat Hidayat,
“Eksistensi BPK Dalam Melakukan Pengawasan Keuangan Negara,” Mahkamah: Jurnal Riset limu
Hukum 2, no. 4 (2025): 102, https://doi.org/https://doi.org/10.62383/mahkamah.v2i4.1187.



pertanggungjawaban keuangan negara yang dilakukan pemerintah telah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Berdasarkan informasi dari situs resmi BPK Perwakilan Provinsi
Banten, mekanisme pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK) mencakup beberapa tahapan penting yang dirancang
untuk memastikan objektivitas, independensi, dan profesionalisme dalam
setiap proses pemeriksaan keuangan negara.*®
1. Perencanaan Pemeriksaan

BPK menyusun rencana pemeriksaan tahunan yang mencakup
identifikasi objek pemeriksaan, tujuan, ruang lingkup, serta metode yang
akan digunakan. Perencanaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa
pemeriksaan dilakukan secara sistematis dan terarah.

2. Pelaksanaan Pemeriksaan

Pada tahap ini, tim pemeriksa BPK melakukan kegiatan lapangan
untuk mengumpulkan bukti-bukti yang relevan. Proses ini dilakukan
dengan mengacu pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN)
yang ditetapkan oleh BPK.

3. Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)

Setelah pemeriksaan selesai, BPK menyusun Laporan Hasil
Pemeriksaan yang memuat temuan, analisis, dan rekomendasi. LHP ini
disampaikan kepada entitas yang diperiksa dan pihak-pihak terkait
seperti DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya.

4. Pemantauan Tindak Lanjut

BPK memantau tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan dalam
LHP. Pemantauan ini bertujuan untuk memastikan bahwa entitas yang
diperiksa melakukan perbaikan sesuai dengan rekomendasi yang
diberikan.

5. Pelaporan Hasil Pemantauan

16 Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Banten, Mengenal BPK RI:
Mekanisme pemeriksaan BPK, diakses 28 Oktober 2025, https://banten.bpk.go.id/mengenal-bpk-ri-
mekanisme-pemeriksaan-bpk/
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Hasil pemantauan tindak lanjut disusun dalam laporan yang
disampaikan kepada lembaga perwakilan dan pemerintah. Hal ini untuk
memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan
negara.

Mekanisme pemeriksaan ini dirancang untuk memastikan bahwa BPK
dapat menjalankan tugasnya secara efektif dalam mengawasi pengelolaan
dan tanggung jawab keuangan negara, serta memberikan rekomendasi yang
konstruktif untuk perbaikan. Dengan demikian, BPK berperan penting
dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan
negara di Indonesia.

Sejalan dengan uraian tersebut, mekanisme pengawasan yang dilakukan
oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dilaksanakan secara bertahap dan
sistematis, dimulai dari perencanaan pemeriksaan, pelaksanaan di lapangan
dengan pengumpulan bukti, hingga penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan
yang memuat temuan dan rekomendasi. Proses tersebut kemudian
dilanjutkan dengan pemantauan tindak lanjut serta pelaporan hasilnya
kepada lembaga perwakilan dan pemerintah, sehingga mencerminkan
fungsi pengawasan yang terarah, akuntabel, dan profesional dalam

pengelolaan keuangan negara.

3. Badan Usaha Milik Negara

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik
Negara (BUMN) menyatakan bahwa BUMN merupakan badan usaha yang
seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui
penyertaan langsung dari kekayaan negara yang dipisahkan.*” BUMN yang
didirikan dalam bentuk Persero, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 UU No.
19 Tahun 2003, bertujuan untuk menyediakan barang dan/atau jasa yang
berkualitas tinggi, memiliki daya saing yang kuat, serta memperoleh

keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan. Selain itu, Pasal 2 ayat 1

17 Urip Sedyowidodo and Aurino Rilman A. Djamaris, Manajemen Optimalisasi Peran
BUMN Republik Indonesia, (Jakarta: Universitas Bakrie Press, 2024).



huruf a secara khusus menegaskan bahwa pendirian BUMN bertujuan
memberikan kontribusi terhadap perkembangan perekonomian nasional
secara umum dan meningkatkan penerimaan negara secara khusus.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan instrumen strategis
dalam perekonomian Indonesia.*® Sebagai entitas bisnis yang dimiliki oleh
pemerintah, BUMN tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga
memiliki peran penting dalam menopang pembangunan ekonomi dan
penyediaan layanan publik. Selama ini, status keuangan BUMN dianggap
sebagai bagian dari keuangan negara, sehingga setiap transaksi keuangan
yang melibatkan BUMN harus tunduk pada prinsip transparansi,
akuntabilitas, dan pengawasan yang ketat oleh lembaga negara, seperti
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK).%® Hal ini diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan
sebelumnya, di mana keuntungan dan kerugian BUMN dicatat dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai bagian dari
pendapatan dan belanja pemerintah. 2 Dengan mekanisme tersebut,
pengawasan terhadap arus keuangan BUMN menjadi terintegrasi dengan
sistem fiskal nasional, sehingga risiko penyimpangan dapat diminimalisir

melalui audit yang berkelanjutan dan transparan.

F. Penelitian Yang Relevan
Hasil penelusuran literatur menunjukkan bahwa terdapat peneliti-peneliti
lain yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini, yang bersumber dari
berbagai sumber seperti skripsi dan jurnaldengan fokus yang berbeda. Berikut
ini penelitian relevan terhadap penelitian ini:

Tabel. 1.1 Penelitian yang Relevan

18 Viktoris Dahoklory, “Dinamika Pengelolaan Keuangan BUMN Perihal "Dilema” Antara
Kerugian Negara Ataukah Kerugian Bisnis,” Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum
Nasional 9, no. 3 (2020): 351.

19 Rike Hevi Yudiastari, “Tinjauan Hukum Keuangan Negara Di Lingkup Bumn Persero,”
Jurnal El-Dusturie 1, no. 2 (2022): 26.

20 Ismail Koto, “Peran Badan Usaha Milik Negara Dalam Penyelenggaraan Perekonomian
Nasional Guna Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat,” Seminar Nasional Teknologi Edukasi
Sosial Dan Humaniora 1, no. 1 (2021): 460.



Persamaan dan

No Judul Metode dan Hasil
Perbedaan
1. | Analisis Penelitian ini dilakukan | Persamaan:
Kedudukan melalui studi | Sama-sama membahas
BUMN Persero | kepustakaan dengan | kewenangan Badan
Sebagai Objek | menggunakan Pemeriksa ~ Keuangan
Kewenangan pendekatan  peraturan | (BPK) dalam
Pemeriksaan perundang-undangan. melakukan pemeriksaan
BPK?2! hukum hakim | terhadap Badan Usaha
memutuskan  perkara | Milik Negara (BUMN)
tersebut. Hasil | dengan  menggunakan
penelitian menunjukkan | penelitian hukum
bahwa BUMN | normatif.
berbentuk Persero | Perbedaan:
dikategorikan  sebagai | Penelitian Faisal Ali
badan hukum privat, | Rahman (2023)
sesuai dengan doktrin | berfokus pada
tentang badan hukum. | kedudukan BUMN
Oleh karena itu, | Persero sebagai objek
keuangan BUMN | kewenangan
Persero dipisahkan dari | pemeriksaan BPK.
keuangan negara. Sementara itu,
penelitian ini berfokus
pada pembatasan
kewenangan BPK
berdasarkan  Undang-
Undang Nomor 1 Tahun
2025 serta
menganalisisnya  dari
perspektif  Maslahah
Mursalah.
2. | Prinsip Tata | Penelitian ini | Persamaan:
Kelola dan | menggunakan metode | Sama-sama membahas
Perubahan kajian pustaka.Hasil | perubahan pengaturan
Paradigma penelitian yang | dalam Undang-Undang
Pengelolaan menunjukkan ~ bahwa | Nomor 1 Tahun 2025
BUMN Dalam | dengan adanya | tentang BUMN dengan
UU No.1 Tahun | perubahan  paradigma | menggunakan
2025.22 membawa dinamika | penelitian hukum
yang  baru  dalam | normatif berbasis studi
pengelolaan  BUMN. | kepustakaan.

BPK.”

2!Rahman, “Analisis Kedudukan BUMN Persero Sebagai Objek Kewenangan Pemeriksaan

22 Jati, Widjaja, and Yustanti, “Prinsip Tata Kelola Dan Perubahan Paradigma Pengelolaan
BUMN Dalam UU No.1 Tahun 2025.”




Harapan dari perubahan
ini ialah adanya | Perbedaan:
peningkatan dalam daya | Penelitian ~ Agustinus
saing dan konrtibusi | Nugroho Jati, Gunawan
BUMN. Widjaja, dan Dyah
Ersita Yustanti (2025)
berfokus pada
perubahan paradigma
tata kelola BUMN.
Sementara itu,
penelitian ini berfokus
pada pembatasan
kewenangan BPK
dalam pemeriksaan
BUMN serta
menganalisisnya  dari
perspektif  Maslahah
Mursalah.
Tinjauan Yuridis | Penelitian peneliti | Persamaan:
Terhadap menggunakan metode | Sama-sama membahas
Pembatasan penelitian yuridis | pembatasan
Kewenangan normatif dengan | kewenangan BPK
Badan Pengawas | menggunakan dalam melakukan
Keuangan pendekatan perundang- | pemeriksaan terhadap
Dalam undangan dan | BUMN pasca
Danantara konseptual.Hasil ~ dari | berlakunya  Undang-
(Analisis penelitian ini | Undang Nomor 1 Tahun
Kewenangan menunjukkan  bahwa | 2025 dengan
BPK Pasca | BPK  hanya  dapat | menggunakan
Perubahan UU | melakukan pemeriksaan | penelitian hukum
Nomor 19 Tahun | atas pemintaan DPR. | normatif.
2003).% Adanya pembatasan ini | Perbedaan:
tentu berpotensi untuk | Penelitian Della
mengurangi efektivitas | Deliana, Juanda, dan
pengawasan keuangan | Ogiandhafiz Juanda
negara, menganggu | (2025) menganalisis
keseimbangan pembatasan
kekuasaan dan | kewenangan BPK dari
bertentangan  dengan | perspektif hukum
prinsip kemandirian | positif. Sementara itu,
BPK. penelitian ini mengkaji
pembatasan tersebut

23 Deliana, Juanda, and Juanda, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatasan Kewenangan
Badan Pengawas Keuangan Dalam Danantara (Analisis Kewenangan BPK Pasca Perubahan UU
Nomor 19 Tahun 2003).”



dari perspektif
Maslahah Mursalah
untuk menilai
kemaslahatan dan
kemudaratan dari
perubahan pengaturan
tersebut.
Pengawasan Penelitian ini | Persamaan:
Pengelolaan merupakan jenis | Sama-sama membahas
Keuangan penelitian hukum | pengawasan
Negara normatif dengan | pengelolaan  keuangan
Terhadap Badan | menggunakan negara terhadap BUMN
Usaha Milik | pendekatan perundang- | dengan menggunakan
Negara undangan, sejarah | penelitian hukum
(BUMN)?* hukum, dan politik | normatif.
hukum. Temuan
penelitian menunjukkan | Perbedaan:

bahwa secara hukum,
instrumen seperti
Undang-Undang Dasar
1945 dan sejumlah
undang-undang di
bidang keuangan negara
telah memberikan dasar
normatif mengenai
status keuangan negara
dalam kaitannya dengan

Penelitian Tiyas Asri
dan Tundjung Herning
(2022)

berfokus pada status
keuangan negara dan
pengawasan terhadap
BUMN Persero dalam
perspektif hukum
positif. Sementara itu,
penelitian ini berfokus

BUMN berbentuk | pada pembatasan
Persero. Regulasi ini | kewenangan BPK
dirancang untuk | berdasarkan  Undang-
menciptakan sistem | Undang Nomor 1 Tahun
pengelolaan  keuangan | 2025 serta
yang transparan, | menganalisisnya  dari
akuntabel, dan | perspektif  Maslahah
berorientasi pada | Mursalah.

prinsip  kehati-hatian,

sebagai upaya

mendukung tercapainya

kesejahteraan

masyarakat. Meskipun

demikian, pada tataran
implementasi masih

24 Tiyas Asri Putri and Tundjung Herning Sitabuana, “Pengawasan Pengelolaan Keuangan
Negara Terhadap Badan Usaha Milik Negara (Bumn),” SIBATIK JOURNAL: Jurnal Iimiah Bidang
Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan 1, no. 7 (2022): 1014.



ditemukan
ketidakjelasan
interpretasi  terhadap
istilah “keuangan
negara” dan “kerugian
negara” dalam konteks
BUMN Persero. Oleh
karena itu, dibutuhkan
penafsiran ulang atau
perumusan definisi yang
lebih pasti dan
komprehensif untuk
memperjelas hubungan
antara konsep keuangan

kerugian, atas kerugian
tersebut seharusnya
didasarkan pada doktrin
Business Judgment
Rule. Doktrin  ini
memberikan
perlindungan ~ hukum
kepada direksi selama
keputusan yang diambil
dilakukan secara
profesional,  rasional,
dan dengan itikad baik,
tanpa adanya unsur
penyalahgunaan

negara dengan

eksistensi serta

operasional BUMN.

5. | Pertanggungjaw | Penelitian ini | Persamaan:

aban Hukum | menggunakan jenis | Sama-sama membahas
Direksi  Badan | penelitian hukum | aspek hukum
Usaha Milik normatif dengan | pengelolaan keuangan
Negara pendekatan perundang- | negara pada Badan
Terhadap undangan dan | Usaha Milik Negara
Kerugian pendekatan (BUMN) dengan
Keuangan konseptual.Berdasarkan | menggunakan
Negara® hasil kajian, apabila | penelitian hukum

suatu kebijakan yang | normatif.

diambil oleh direksi

mengakibatkan Perbedaan:

Penelitian Ayu Paramita
(2020) berfokus pada
pertanggungjawaban

hukum direksi BUMN
terhadap kerugian
keuangan negara
berdasarkan doktrin
Business Judgment
Rule. Sementara itu,
penelitian ini berfokus
pada pembatasan
kewenangan BPK
dalam pemeriksaan
BUMN berdasarkan

25 Ayu Paramita, “Pertanggungjawaban Hukum Direksi Badan Usaha Milik Negara
Terhadap Kerugian Keuangan Negara” (Universitas Sriwijaya, 2020).




wewenang atau | Undang-Undang Nomor
kepentingan pribadi. 1 Tahun 2025 serta
menganalisisnya  dari
perspektif ~ Maslahah
Mursalah.

Sumber: Diolah berbagai sumber oleh penulis, 2025

Kebaruan dalam penelitian ini terletak pada analisis terhadap pembatasan
kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan dalam melakukan pemeriksaan
terhadap Badan Usaha Milik Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2025 dengan menggunakan perspektif Maslazah Mursalah. Pendekatan
tersebut memberikan sudut pandang yang berbeda dari penelitian sebelumnya
karena tidak hanya mengkaji aspek hukum positif, tetapi juga menilai apakah
perubahan mekanisme pengawasan tersebut telah mewujudkan kemaslahatan

publik, khususnya dalam perlindungan harta negara (ifz al-mal).

G. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian
hukum normatif yang bersifat deskriptif. Penelitian hukum normatif
dilakukan dengan mengkaji norma-norma hukum yang terdapat dalam
peraturan perundang-undangan, doktrin, serta bahan hukum lainnya.?® Sifat
deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran secara sistematis
mengenai pengaturan pembatasan kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan
dalam melakukan pemeriksaan terhadap Badan Usaha Milik Negara
berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025, kemudian dianalisis
menggunakan perspektif Maslahah Mursalah.
2. Pendekatan Penelitian
Pendekataan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan
perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual
(conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan diterapkan dengan

mengkaji berbagai peraturan yang relevan terhadap permasalahan hukum

% Wiwik Sri Widiarty, Buku Ajar Metode Penelitian Hukum, Publika Global Media
(Yogyakarta: Publika Global Media, 2024).



yang diteliti. Sementara itu, pendekatan konseptual didasarkan pada
pemikiran-pemikiran teoritis dan doktrin hukum yang telah berkembang
dalam literatur keilmuan. 2’ Kedua pendekatan ini digunakan untuk
mendalami dan menganalisis perubahan mekanisme pengawasan BUMN
oleh BPK dalam prespektif Maslahah Mursalah.
3. Sumber Bahan Hukum
Penelitian hukum normatif memiliki pendekatan metodologis yang
berbeda dari penelitian hukum empiris maupun studi dalam ilmu sosial
lainnya. Perbedaan ini turut memengaruhi jenis sumber hukum yang
digunakan. Fokus utama dalam penelitian ini bertumpu pada norma hukum
sebagai titik tolak analisis. Oleh karena itu, jenis bahan hukum yang dikaji
dalam penelitian normatif disesuaikan dengan kerangka normatif yang
menjadi dasar pembahasannya:
a. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer merupakan sumber hukum utama yang termasuk
dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta
dokumen-dokumen resmi negara. Oleh sebab itu, bahan hukum primer
yang digunakan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:
1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa
Keuangan;
2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik
Negara.
b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder adalah sumber yang berfungsi untuk
menjelaskan dan mendukung pemahaman terhadap bahan hukum primer.
Bahan hukum sekunder mencakup berbagai publikasi hukum yang bukan
merupakan dokumen resmi, seperti buku ajar hukum, kamus hukum, jurnal

hukum, serta ulasan atau analisis terhadap putusan mahkamah konstitusi.

27 Wiwik Sri Widiarty, Buku Ajar Metode Penelitian Hukum, Publika Global Media
(Yogyakarta: Publika Global Media, 2024).



Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder secara khusus berkaitan

dengan Maslahah Mursalah dan kewenangan BPK serta kedudukan

BUMN.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan bahan hukum yang
digunakan dalam penelitian ini. 2 Teknik ini dilakukan dengan
mengidentifikasi, mengumpulkan, menginventarisasi, dan mengkaji bahan
hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier yang
berkaitan dengan permasalahan penelitian. Bahan hukum primer meliputi
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara, serta peraturan perundang-undangan lain
yang relevan. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, hasil
penelitian, dan pendapat para ahli, sedangkan bahan hukum tersier berupa
kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber pendukung lainnya. Seluruh bahan
hukum tersebut kemudian diklasifikasikan, dianalisis, dan disusun secara
sistematis untuk mengkaji perspektif Maslahah Mursalah terhadap
perubahan mekanisme pengawasan BPK terhadap BUMN.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan analisis
deskriptif, yaitu dengan menguraikan dan menjelaskan ketentuan hukum
yang berkaitan dengan kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan dalam
melakukan pemeriksaan terhadap Badan Usaha Milik Negara. 2 Bahan

hukum yang telah terkumpul kemudian dianalisis berdasarkan peraturan

28 Wiwik Sri Widiarty, Buku Ajar Metode Penelitian Hukum, Publika Global Media
(Yogyakarta: Publika Global Media, 2024).

29 Wiwik Sri Widiarty, Buku Ajar Metode Penelitian Hukum, Publika Global Media
(Yogyakarta: Publika Global Media, 2024).



perundang-undangan, doktrin, dan pendapat para ahli yang relevan, serta
diinterpretasikan menggunakan perspektif Maslahah Mursalah. Hasil analisis
tersebut selanjutnya disusun secara sistematis untuk memperoleh pemahaman
yang komprehensif, menarik kesimpulan, dan memberikan jawaban atas
rumusan masalah mengenai perubahan mekanisme pengawasan BPK
terhadap BUMN berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025.

H. Sistematika Penulisan

Terdapat lima bab dalam sistematika penulisan penelitian ini, di mana setiap
bab terdiri atas beberapa sub bagian yang bertujuan agar penelitian ini dapat
lebih tertata dengan terstruktur. Berikut bentuk dari sistematika penulisannya:

BAB | Pendahuluan, bagian ini mengenai latar belakang, rumusan masalah,
tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritik, penelitian yang relevan,
metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB Il Landasan Teoritis, berisi mengenai teori dan konsep yang
digunakan untuk menganalisis permasalahan yaitu konsep Maslahah Mursalah,
mekanisme pengawasan badan pengawas keuangan, dan konsep Badan Usaha
Milik Negara

BAB 111 Hasil Penelitian, berisi mengenai kontruksi perubahan mekanisme
pemeriksaan Badan Usaha Milik Negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan
setelah adanya syarat permintaan pemeriksaan keuangan dari DPR dalam
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025.

BAB IV Pembahasan, berisi mengenaianalisis perubahan mekanisme
pemeriksaan Badan Usaha Milik Negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang
berpotensi mengurangi transparansi pengelolaan keuangan negara dalam
perspektif Maslakah Mursalah serta dampak perubahan mekanisme
pemeriksaan Badan Usaha Milik Negara terhadap indepedensi Badan Pemeriksa
Keuangan dalam pengawasan pengelolaan keuangan negara?

BAB V Penutup, berisi kesimpulan dan saran.



BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan
sebagai berikut:

1. Konstruksi perubahan mekanisme pemeriksaan Badan Usaha Milik
Negara (BUMN) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) setelah
berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 mengalami
perubahan mendasar, khususnya terhadap Pemeriksaan Dengan Tujuan
Tertentu (PDTT). Sebelum perubahan tersebut, BPK memiliki
kewenangan yang independen untuk menetapkan dan melaksanakan
pemeriksaan sesuai dengan kewenangan konstitusionalnya. Namun,
setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025, pelaksanaan
PDTT terhadap BUMN hanya dapat dilakukan atas permintaan DPR
yang membidangi BUMN. Perubahan ini menyebabkan mekanisme
pemeriksaan tidak lagi sepenuhnya berada dalam kewenangan BPK,
melainkan bergantung pada mekanisme permintaan dari DPR.

2. Dalam perspektif Magslakah Mursalah, perubahan mekanisme
pemeriksaan BUMN oleh BPK belum sepenuhnya mencerminkan
kemaslahatan umum. Meskipun terdapat manfaat berupa koordinasi
antara DPR dan BPK dalam menentukan prioritas pemeriksaan,
manfaat tersebut tidak sebanding dengan potensi mafsadah yang
ditimbulkan. Pembatasan kewenangan tersebut berpotensi mengurangi
transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, membuka
ruang politisasi dalam pelaksanaan pemeriksaan, serta melemahkan
perlindungan terhadap harta negara (kifz al-mal). Oleh karena itu,
perubahan mekanisme tersebut belum sejalan dengan tujuan Maslahah
Mursalah yang mengedepankan kemanfaatan publik dan pencegahan
kemudaratan.

3. Perubahan mekanisme pemeriksaan BUMN juga berdampak terhadap

independensi BPK dalam mengawasi pengelolaan keuangan negara.
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Kewajiban memperoleh permintaan dari DPR sebelum melakukan
PDTT menyebabkan BPK tidak lagi sepenuhnya bebas menentukan
objek pemeriksaan berdasarkan pertimbangan profesionalnya. Kondisi
ini berpotensi menimbulkan ketergantungan terhadap lembaga politik,
membuka peluang intervensi politik dalam proses pemeriksaan,
mengurangi efektivitas pengawasan, serta menurunkan kepercayaan
publik terhadap independensi BPK sebagai lembaga pemeriksa

keuangan negara.

B. Keterbatasan Penelitian
Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan
dalam memahami hasil penelitian.

1. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada
analisis peraturan perundang-undangan, konsep hukum, serta kajian
teoritis mengenai kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan dalam
melakukan pemeriksaan terhadap Badan Usaha Milik Negara setelah
berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025. Oleh karena itu,
penelitian ini belum mengkaji secara empiris bagaimana implementasi
ketentuan tersebut dalam praktik serta dampaknya terhadap pelaksanaan
pengawasan keuangan negara di lapangan.

2. Penelitian ini menggunakan pendekatan maslahah mursalah sebagai
pisau analisis dalam menilai perubahan mekanisme pemeriksaan Badan
Usaha Milik Negara. Penggunaan satu perspektif hukum Islam tersebut
menyebabkan ruang analisis penelitian lebih terfokus pada aspek
kemaslahatan dan kemudaratan terhadap kepentingan publik, sehingga
belum membandingkannya secara mendalam dengan teori-teori lain
dalam hukum tata negara, hukum administrasi negara, maupun teori
pengawasan keuangan negara yang dapat memberikan sudut pandang
berbeda terhadap objek penelitian.

3. Penelitian ini dilakukan pada masa awal berlakunya Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2025 sehingga belum tersedia data dan praktik yang

memadai mengenai efektivitas penerapan ketentuan tersebut dalam



jangka panjang. Akibatnya, analisis yang dilakukan masih bersifat
prediktif berdasarkan konstruksi norma hukum dan potensi implikasi
yang dapat timbul dari perubahan pengaturan tersebut.

4. Penelitian ini hanya berfokus pada implikasi perubahan kewenangan
pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Badan Usaha Milik
Negara dan tidak membahas secara khusus hubungan pengaturan
tersebut dengan mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh lembaga
negara lain. Oleh karena itu, hasil penelitian ini belum memberikan
gambaran secara menyeluruh mengenai sistem pengawasan keuangan

negara pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025.

C. Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian mengenai perubahan mekanisme
pemeriksaan Badan Usaha Milik Negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan
setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025, terdapat
beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam
upaya menjaga efektivitas pengawasan keuangan negara, memperkuat
transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Badan Usaha Milik Negara, serta
mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang sesuai dengan prinsip
kemaslahatan publik. Adapun saran yang dapat diberikan adalah sebagai
berikut:

1. Pemerintah dan DPR perlu melakukan evaluasi terhadap ketentuan
dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 yang membatasi
kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan dalam melakukan pemeriksaan
terhadap Badan Usaha Milik Negara. Evaluasi tersebut penting dilakukan
agar mekanisme pengawasan keuangan negara tetap menjamin
independensi Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana diamanatkan
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Selain itu, pengaturan mengenai pemeriksaan Badan Usaha Milik Negara
seharusnya tetap memberikan ruang bagi Badan Pemeriksa Keuangan
untuk melakukan pemeriksaan secara mandiri berdasarkan kebutuhan

pengawasan dan indikasi penyimpangan pengelolaan keuangan negara.



2. Badan Pemeriksa Keuangan perlu memperkuat mekanisme pengawasan
dan koordinasi dengan lembaga negara lainnya agar fungsi pengawasan
terhadap Badan Usaha Milik Negara tetap berjalan secara efektif
meskipun terdapat pembatasan dalam pelaksanaan pemeriksaan tertentu.
Penguatan tersebut dapat dilakukan melalui optimalisasi pemeriksaan
reguler, peningkatan sistem deteksi dini terhadap potensi penyimpangan,
serta penguatan transparansi hasil pemeriksaan kepada publik guna
menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

3. Badan Usaha Milik Negara perlu meningkatkan penerapan prinsip
transparansi, akuntabilitas, dan good corporate governance dalam
pengelolaan perusahaan negara. Hal tersebut penting dilakukan untuk
mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan dan menjaga
kepercayaan publik terhadap pengelolaan kekayaan negara. Selain itu,
keterbukaan informasi dan penguatan sistem pengendalian internal juga
perlu ditingkatkan agar pengelolaan Badan Usaha Milik Negara tetap
berjalan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik.

4. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian
mengenai pengawasan keuangan negara terhadap Badan Usaha Milik
Negara dengan menggunakan perspektif yang lebih luas, baik dari aspek
hukum tata negara, hukum administrasi negara, maupun hukum ekonomi
syariah. Selain itu, penelitian selanjutnya juga dapat melakukan kajian
empiris mengenai efektivitas pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan
pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 sehingga dapat
memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai dampak
perubahan mekanisme pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan

negara.
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